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Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis 
Fiqh Siya<<<<sah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 
2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo” yang bertujuan 
untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana implementasi Perda 
Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak 
Benowo dan bagaimana analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda Kota 
Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak 
Benowo?. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Socio-legal Research 
(Penelitian Sosiolegal). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial dalam perilaku individu atau 
masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Metode ini menghasilkan data deskriptif 
yaitu memaparkan data yang ada atau kejadian yang telah terjadi sehingga diperoleh 
suatu gambaran untuk menjawab kemudian dianalisa dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran air lindih disekitar 
tempat pembuangan akhir yang ada di TPA Benowo Surabaya bagian barat telah 
merusak ekosistem yang ada serta menimbulkan dampak buruk terutama bagi 
warga sekitar yang mata pencahariannya penghasil garam dan budidaya ikan. 
Kebocoran pipa air lindih sangat meresahkan warga sekitar dan aroma yang 
menyengat dari timbunan sampah di TPA Benowo Surabaya. Fiqh siya<sah, terjadi 
kesesuian antara pemerintah kota Surabaya dalam membuat Peraturan Daerah No. 
1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dengan titik fokus kajian wazir tanfidz. 
Wazir tanfidz dalam mengeluarkan suatu keputusan atau peraturan selalu 
berdarsarkan kemaslahatan ummat. Begitupun dengan peraturan yang dibuat oleh 
Pemerintah kota Surabaya perihal pengelolaan sampah yang sudah menerapkan 3R 
(Reduce, Reuse dan Recycle) namun dalam proses filterisasi air limbah yang 
sampai ke sungai lamong masih belum ada pembaharuan terkait kebijakan ini. 
Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkannya pembangunan atau 
upaya pembaharuan khususnya untuk penanggulangan kebocoran pipa yang 
memuat air lindih per detik dengan tataran jumlah volume yang terus bertambah 
banyak, sehingga warga sekitar yang ada di daerah Benowo Kota Surabaya tidak 
terganggu dengan aktifitas sehari-hari. Khawatirnya selama ini kebocoran pipa 
yang memuat air lindih mencemari hasil usaha yang ada disekitaran tambak TPA 
Benowo Surabaya. Maka dengan ini DKRTH dan Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya membuat kebijakan baru perihal keluhan-keluhan masyarakat supaya 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Sampah merupakan material sisa hasil proses atau aktifitas, baik karena 
kegiatan industri, rumah tangga ataupun aktifitas manusia lainnya. Sampah selalu 
menjadi masalah lingkungan yang mengglobal. Sampah sudah menjadi masalah 
yang semakin serius di kota-kota di Indonesia. Pertambahan penduduk dan proses 
urbanisasi yang terus berlangsung merupakan akibat terus bertambahnya kuantitas 
sampah. Jumlah sampah yang masuk lebih besar daripada jumlah sampah yang 
berhasil diproses. 
Berbagai kegiatan manusia menghasilkan sampah. Sampah dihasilkan di 
daerah permukiman, pasar, pertokoan, fasilitas sosial dan kegiatan industri. Volume 
sampah yang besar dan beranekaragam jenisnya, jika tidak dikelola dengan baik 
dan benar sangat berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks dan serius. 
Pengelolaan sampah kota setidaknya dikenal dengan adanya tiga bentuk 
sentralisasi, desentralisasi, dan sentralisasi-desentralisasi. 
Pengelolaan sampah yang baik bukan dari bentuk sentralisasi atau 
desentralisasi, melainkan se-desentralisasi yang membuat masyarakat dengan 
arahan dari pemerintah membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO). 
Selanjutnya, pemerintah akan membentuk Industri Daur Ulang Sampah, semacam 
Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang serta membantu 











































didirikan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai konsep bersih mandiri 
dalam menyelesaikan masalah persampahan di Indonesia.1 
Pembuangan sampah di perkotaan dilakukan dengan cara perbaikan dan 
penyempurnaan, sehingga seluruh sampah yang masuk atau melalui proses 
penyaringan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berupa sampah yang benar- 
benar tidak dapat diolah kembali, misalnya jenis sampah yang mengandung B3 
(beracun, berbau dan berbahaya) dan langsung ditempatkan pada pembakaran 
sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Masalah sampah dari berbagai kota 
di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik jika diiringi dengan peran masyarakat 
yang sangat aktif.2 
Pengelolaan sampah saat ini yang diterapkan di Kota Surabaya memakai 
sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu 
yang mengakibatkan sampah, Reuse menggunakan kembali sampah yang masih 
dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, dan Recycle 
mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. 
Artinya, penanganan sampah di Surabaya saat ini menggunakan sistem pemilahan, 






1 H. Asrul Hoesein, “Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat”, dalam 
www.kompasiana.com/amp/hasrulhoesein/pengelolaan-sampah-terpadu-berbasis-masyarakat/, 
diakses pada 11 Maret 2020 pukul 12.30. 
2 Ibid. 
3 Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya. 
 






































Kegiatan pengolahan sampah di Kota Surabaya meliputi pemadatan, 
pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi. Pengolahan sampah ini 
dilaksanakan melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.4 
Selain itu pengelolaan sampah di Surabaya juga memakai sistem bank sampah, 
yaitu sampah dikumpulkan di bank sampah terlebih dahulu kemudian sampah 
dipilah dan dipilih. Sampah organik dijadikan sebagai pupuk kompos, sedangkan 
sampah an-organik seperti plastik, botol bekas dan lain sebagainya didaur ulang 
menjadi produk lain yang lebih bernilai. 
Pengelolaan sampah yang baik merupakan realisasi penyelenggara 
pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Good Environmental Governance. 
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan prinsip AUPB (Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik). Prinsip AUPB termasuk dalam good 
environmental governance, sebab AUPB merupakan turunan dari good 
governance. Dalam prinsip good environmental governance memberikan makna 
bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola 
lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Pelaksanaan 
prinsip-prinsip AUPB merupakan realisasi pemerintah dan pemerintah daerah 
dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup yang baik dan mewujudkan 





4 Ibid, Pasal 19 ayat (1). 
5 Rosita Candrakirana, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah 
Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, Yustisia ,No.3, 
Vol. 4 (September – Desember 2015), 14. 
 






































Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya sudah 
mencerminkan dari adanya prinsip-prinsip AUPB. Dasar pelaksanaan prinsip 
AUPB termuat dalam UU Administrasi Negara Pasal 1 ayat (17) sebagai “Prinsip 
yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan 
dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan”. Sejalan dengan pendapat Sonny Kerap yang menegaskan bahwa 
ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 
Penyelenggaraan prinsip pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan 
menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Peranan pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam menciptakan pengelolaan sampah juga terdapat dalam Pasal 5,6,7,8,9 
UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang memuat mengenai tugas 
dan wewenang dalam pemerintahan. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip AUPB 
juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah.6 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 pengertian 
sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 
 
 
6 Rosita Candrakirana, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah 
Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, Yustisia,No.3, 
Vol. 4 (September – Desember 2015), 15. 
 






































yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah 
sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal 
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah 
spesifik.7 
Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah menyediakan fasilitas 
pengolahan sampah yang berupa Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R, Stasiun 
Peralihan Antara (SPA), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat 
(5) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah 
dan kebersihan8. Dalam melakukan pengelolaan sampah Pemerintah membentuk 
lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat rumah tangga, tingkat 
rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan. Pengelolaan sampah 
dilakukan oleh setiap orang yang mengelola kawasan permukiman, komersial, 
industri, serta pemerintah daerah hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah 
dan kebersihan.9 
Munculnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran 
masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam Peraturan 
Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1)10 yaitu 
 
7 Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya. 
8  Ibid, Pasal 19 ayat (5). 
9  Ibid, Pasal 19 ayat (3). 
10 Ibid, Pasal 31 ayat (1). 
 






































masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, 
dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah 
sampah dan kebersihan, termasuk di wilayah kota Surabaya. Khususnya di wilayah 
kota Surabaya bagian barat tepatnya di Kecamatan Benowo Kelurahan 
Romokalisari yang merupakan pusat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam 
melakukan pemrosesan akhir sampah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan 
mengoperasikan TPA dengan lokasi yang memenuhi aspek. Yaitu dalam aspek 
geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari 
permukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam, bukan merupakan 
daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun, hal tersebut tercantum dalam 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Pasal 21.11 
Penjabaran pasal 21 tentang lokasi TPA jarak dari pemukiman yaitu jarak 
lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan 
mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan 
aspek sosial. Akan tetapi suatu peraturan berbeda dengan realita bahwa adanya 
ketentuan tersebut meskipun harus berjarak lebih dari 1 km (satu kilometer) agar 
tidak mengakibatkan pencemaran lindi dan kebauan, namun faktanya masih sering 
terdapati bau yang tidak sedap disekitar pemukiman. Bahkan terdapat aktivitas 
petani garam dan pembudidaya ikan disekitar TPA yang masih beroperasi. 
 
 
11 Ibid, Pasal 21. 
 






































Adanya tempat pembuangan sampah ini juga menjadi bencana dan 
merugikan bagi petani garam dan pembudidaya ikan yang berdekatan dengan TPA 
Surabaya Barat. Karena jika ada hujan, daerah tersebut terkena dampak banjir 
sehingga menimbulkan air lindi dari sampah tercampur dengan tambak garam dan 
tambak ikan yang masih berfungsi, dan tidak hanya ketika terjadi hujan saja yang 
mengganggu tetapi juga setiap harinya mengganggu petani garam dan petani ikan 
dengan bau sampah yang menyengat dan juga menjadikan lingkungan disekitar 
menjadi terganggu. Seperti pada tahun 2018 kasus kebocoran pipa air lindi yang 
mengakibatkan sungai tambak tercemar di wilayah TPA Surabaya Barat12. 
Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas yang berwajib 
harus memenuhi ketentuan yang salah satu point nya menjelaskan bahwa dengan 
adanya penimbunan sampah wajib untuk mencegah atau tercecernya sampah yang 
terkena dampak dari air lindi. Artinya dalam pengelolaan sampah harus mencegah 
dampak-dampak negatif yang akan menimbulkan efek buruk dari segala aspek 
termasuk dari aliran air lindi yang merupakan akibat penimbunan sampah yang 
terletak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sejalan dengan ini ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 khususnya Pasal 17A ayat 







12 Redaksi, Kebocoran Pipa Air Lindi TPA Benowo Bisa Berakibat Petani Tambak Gagal Panen, 
dalam www.detektifnews.com/2018/04/24/kebocoran-pipa-air-lindi-tpa-benowo-bisa-berakibat- 
petani-tambak-gagal-panen/, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 14.00. 
13 Pasal 17A ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan 
Kebersihan Di Kota Surabaya. 
 






































Peran pemerintah beserta masyarakat dalam mengelola permasalahan 
sampah harus di dukung dengan penerapan yang tegas dan bijak yakni UU No. 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota 
Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. 
Pengelolaan sampah yang kurang baik akan mempengaruhi kesehatan dan 
lingkungan serta memberikan dampak negatif terhadap keindahan serta dapat 
menyebarkan penyakit menular. 
Tingginya laju pertambahan sampah juga akan membuat sampah tidak 
seluruhnya dapat ditangani oleh pemerintah baik di tiap sumber sampah maupun di 
TPA. TPA yang berada di bagian barat Surabaya berdekatan langsung dengan area 
tambak dan sungai lamong yang berpotensi untuk dibuang ke sungai dari aliran 
sampah yang berupa cair. Akibatnya sisa sampah yang menumpuk dapat menjadi 
kerumunan penyakit untuk warga sekitar, sumber pencemaran terganggu dan 
estetika lingkungan pun terlihat kurang indah. 
Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang 
diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan 
kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik 
adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan 
sanksi yang tegas termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 
2019 Pasal 43 bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengeloaan 
 






































sampah akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)14. 
Jika ditinjau dari hukum Islam, wewenang antara kelembagaan negara 
diatur dalam fiqh siya>sah dusturiya>h khususnya dalam masalah pembentukan 
perundangan. Fiqh siya>sah dusturiya>h hanya membahas pengaturan dan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan15. Fiqh siya<sah 
dusturiya>h dapat dibagi menjadi:16 
1. Bidang Siya<sah Tashri’iyah, termasuk lembaga legislatif persoalan Ahlul Al- 
Halli Wa Al-Aqdi yakni perwakilan persoalan rakyat. 
2. Bidang Siya<sah Tanfidhiyah, termasuk lembaga eksekutif mengatur Imamah, 
Bai’ah, Wizarah, Waliyul Ahdi dan sebagainya. 
3. Bidang Siya<sah Qada’iyah, termasuk lembaga yudikatif dimana didalamnya 
mengatur masalah peradilan. 
4. Bidang Siya<sah Idariyah termasuk masalah administratif dan kepegawaian. 
 
Di dalam kajian fiqh siyasa>h dusturiyya>h didapati konsep wizarah yang 
merupakan lembaga pelaksana dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Wizarah merupakan sebuah lembaga yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh 




14 Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya. 
15 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 
(Jakarta: Prenandamedia group, 2018), 47. 
16 Ibid. 
 






































tafwidh. Dalam penelitian ini dilaksanakan oleh seorang wazir tanfidz yang 
posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang melebihi seperti wazir tafwidh. 
Wazir tanfidz hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam serta 
menjalankannya apa yang telah diputuskan oleh imam. Kewenangan wazir tanfidz 
hanya dibatasi oleh imam, kecuali jika seorang imam meminta pertanggungjawaban 
atau pendapat dari seorang wazir tanfidz. Sedangkan wazir tafwidh melaksanakan 
tugas tentang pengaturan urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan 
ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. 
Ada beberapa perbedaan antara wazir tafwidh dan wazir tanfidz, yaitu 
wazir tafwidh bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus 
mazalim, menunjuk wali-wali (pimpinan daerah), memimpin tentara dan mengurus 
perang, dan mendayagunakan kekayaan negara yang ada di bait al-mal. Sedangkan 
wewenang ini tidak dimiliki oleh wazir tanfidz. Karena perbedaan tersebut, maka 
ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wazir tafwidh yaitu harus seorang 
yang merdeka, harus memiliki pengetahuan tentang syari’at, dan harus mengetahui 
masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan. Diluar itu 
baik wazir tafwidh maupun wazir tanfidz memiliki kewenangan dan persyaratan 
yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua 




17 Al- Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah, (al-Maktab al-Islami, 
Bairut, 1416 II), 55. 
 






































Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian 
mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar 
dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul 
kajian, “Analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 
1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo”. 
 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
 
1. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang telah dijabarkan 
terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yang akan timbul diantaranya: 
a. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak 
Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
b. Pencemaran air lindi di sekitaran tambak Tempat Pembuangan  Akhir. 
 
c. Dampak aroma menyengat dari sampah Benowo di Tempat Pembuangan 
Akhir. 
d. Analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 
Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
2. Batasan Masalah 
 
Penelitian terhadap suatu masalah yang lebih spesifik untuk 
mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan lengkap, dengan ini penulis 
membatasi masalah yang nantinya akan dikaji, hanya pada batasan : 
 






































a. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak 
Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
b. Analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 
Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 terhadap 
dampak bagi warga petani tambak Benowo? 
2. Bagaimana analisis fiqh siya<sah mengenai implementasi Perda Kota Surabaya 
No. 1 Tahun 2019 terhadap dampak bagi warga petani tambak Benowo? 
 
D. Kajian Pustaka 
 
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah 
dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian 
yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 
penelitian tersebut.18 
Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 
terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 
permasalahan mengenai pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan agar menghindari 
asumsi plagiasi, antara lain: 
 
18 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
 






































1. “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel 
Purwokerto”. Skripsi ini ditulis Tahun 2011 oleh Ricky Prabowo Fakultas 
Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto19. Hasil penelitian dari 
skripsi ini adalah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Gunung Tugel masih menggunakan teknik open dumping, yaitu hanya 
membuang dan menumpuk sampah tanpa ada penutupan dan pengelolaan lebih 
lanjut. Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu 
sama-sama meneliti tentang penerapan peraturan dalam pengelolaan sampah di 
perkotaan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini juga dikaji 
dengan fiqh siya>sah, sementara pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 
hukum positif yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah. 
2. “Perspektif Islam Tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Penerapan 
Pada TPA Bantar Gebang Bekasi”. Skripsi ini ditulis Tahun 2010 oleh 
Kunmaharso Adi Siswanto Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta20. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sistem 
pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi belum cukup baik, karena 
masih banyak kekurangan dalam pengelolaan sampah yang baik dan ramah 




19 Ricky Prabowo Dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Gunung Tugel Purwokerto”. Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 
2011. 
20 Kunmaharso Adi Siswanto Dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Islam Tentang Undang- 
Undang No.18 Tahun 2008 dan Penerapan Pada TPA Bantar Gebang Bekasi”. Fakultas Syariah 
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. 
 






































Tahun 2008 sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dalam sistem 
pengelolaan sampah mengutamakan aspek kesehatan dan menjaga lingkungan 
hidup. Persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama menggunakan 
kajian Islam dalam sistem pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaannya 
dalam skripsi ini menggunakan hukum positif Peraturan Daerah Kota Surabaya 
No. 1 Tahun 2019 sementara dalam skripsi terdahulu menggunakan UU No. 18 
Tahun 2008. 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang pelaksanaan 
Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani 
Tambak Benowo 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 
Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo dalam 
perspektif fiqh siya<sah. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
 






































1. Kegunaan Teoritis, Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah 
pengetahuan tentang penting dan bahayanya lingkungan sehingga memberikan 
sumbangan ilmu untuk menjaga lingkungan sekitar. 
2. Kegunaan Praktis, Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain. 
 
G. Definisi Operasional 
 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi 
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini 
bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk 
itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam 
judul penelitian sebagai berikut: 
1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan untuk 
mencapai tujuan dibentuknya peraturan tersebut. 
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, adalah Peraturan Perundang- 
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Wali Kota). 21 
3. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau 
positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang 
yang melakukan kegiatan tertentu. 
 
21 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. 
 






































4. Petani Tambak Benowo adalah seorang pemilik dan pengolah tambak di Kota 
Surabaya yang terletak di Kelurahan Romokalisari yang berbatasan langsung 
dengan TPA Benowo. 
5. Fiqh Siya<sah merupakan ilmu tentang hukum yang sesuai dengan syara’ yaitu 
mengetahui amal kelakuan yang didapat dari dalil yang fashil berdasarkan Al- 
Qur’an dan As-Sunnah. 
 
H. Metode Penelitian 
 
Penelitian tentang, Analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda 
Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak 
Benowo, merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu 
metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan 
kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.22 
1. Jenis Penelitian 
 
Socio-legal Research (Penelitian Sosiolegal), Penelitian ini selalu 
dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau 
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. penelitian ini menjadi topik dalam 
masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan 
lembaga dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh 
aturan hukum terhadap masalah sosial.23 





22 S. Masution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113. 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 128. 
 






































Semua data yang diperoleh bersumber dari lapangan langsung yaitu dari 
pihak-pihak yang terkait aparat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
Kota Surabaya dan Masyarakat yang terkena dampak. Selain itu peneliti juga 
menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara 
mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang - undangan dan 
bahan buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 
3. Sumber Data 
 
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dipilahkan ke dalam data primer 
dan data sekunder. 
a. Data Primer 
 
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama atau sumber aslinya.24 Data ini diperoleh berupa hasil 
wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Surabaya dan Masyarakat yang terkena dampak. 
b. Data Sekunder 
 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan 
informasi tidak langsung.25Artinya bisa melalui Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya berupa dokumen-dokumen yang 
terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Surabaya, buku-buku, jurnal dan 
undang - undang yang berkaitan dengan penelitian. 




24 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219-220. 
25 Ibid, 220. 
 








































Observasi merupakan alat penting untuk mengumpulkan data. 
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca 
indera, bisa melihat, mencium, pendengaran untuk memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 
b. Wawancara 
 
Data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan 
cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.26 Dalam penelitian 
ini wawancara diperoleh dari aparat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau Kota Surabaya dan Masyarakat yang terkena dampak. 
c. Dokumentasi 
 
Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas 
yang bersumber atau berkitan dengan subyek yang diteliti.27 Metode ini 
dilakukan untuk mendapatkan data di kantor Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau Kota Surabaya meliputi pengelolaan sampah dan pemilahan 
sampah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
5. Teknik Pengolahan Data 
 
a. Editing, dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa ulang data yang 
telah diperoleh dari hasil pencarian data terhadap pengelolaan sampah 






26 Ibid, 221. 
27 Ibid. 
 






































b. Organizing, dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang 
pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019. 
c. Analizing, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan 
menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai 
implementasi peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya No.1 Tahun 
2019 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan teori Fiqh Siya>sah.28 
6. Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis 
dengan pola pikir deduktif. 
a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan dan 
menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data dari Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya tentang implementasi Perda Kota 
Surabaya No. 1 Tahun 2019, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
teori Fiqh Siya>sah. 
b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang 
bersifat umum dalam hal ini pengelolaan sampah di TPA Benowo 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 kemudian 
diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu Fiqh Siya>sah. 
1. Sistematika Pembahasan 
 
Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, 
maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
 
28 Ibid, 222. 
 






































Bab pertama memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua menjelaskan Kerangka Konseptual, memuat teori Fiqh Siya<sah 
yang meliputi definisi, ruang lingkup Siya<sah Dusturiyya>h dan konsep AUPB 
(Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam Implementasi Perda Kota Surabaya 
No. 1 Tahun 2019 mengenai dampak bagi warga petani tambak Benowo. 
Bab ketiga yaitu membahas tentang Implementasi Perda Kota Surabaya No. 
1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
Bab keempat memuat analisis Fiqh Siyasah mengenai Implementasi Perda 
Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak 
Benowo. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
 




































TEORI FIQH SIYA<SAH  DAN KONSEP AUPB (ASAS UMUM 
PEMERINTAHAN YANG BAIK) 
A. Teori Fiqh Siyasah 
 
1. Pengertian dan Objek Kajian Fiqh Siya<sah 
 
Kata Fiqh bermula dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa Fiqh adalah 
“paham yang mendalam”.1 Secara etimologi fiqh ialah keterangan tentang 
penafsiran dari ujaran pembicara, atau penafsiran akan perkataan atau kelakuan.2 
Sedangkan secara terminologi fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang sesuai 
dengan syara’ yaitu mengetahui amal kelakuan yang didapat dari dalil yang fashil 
(al-Qu’an dan sunnah).3 
Kata siya>sah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata 
sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memrintah atau pemerintahan, politik 
dan pembuat kebijakan. Selain itu, siya>sah juga dapat diartikan administrasi dan 
manajemen.4 Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 
siya>sah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.5 Dari uraian tentang fiqh dan 




1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Pranamedia 
Group 2014), 2. 
2 Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: RajaGrafindo,1994), 21. 
3 Ibid, 22. 
4 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74. 
5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Pranamedia 












































mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui 
segala bentuk aturan hukum yang ada.6 
Kajian utama fiqh siya<sah adalah siya<sah dusturiyya>h dimana pembuatan 
Undang-undang akan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan 
dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.7 Selain itu juga membahas mengenai 
konsep Negara hukum melalui hubungan timbal balik antara pemerintah dengan 
warga negara dan hak warga negara yang wajib untuk dilindungi.8 
Terdapat perbedaan para ulama dalam menentukan ruang lingkup Fiqh 
Siyasah karena tidak hanya fokus pada suatu aspek atau satu bidang saja. Menurut 
Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Shulthaniyah ada beberapa macam 
bidang antara lain: 
1) Siya<sah Dusturiyya<h 
 
2) Siya<sah Maliyya<h 
 
3) Siya<sah Qadlaiyya<h 
 
4) Siya<sah Harbiyya<h 
 
5) Siya<sah Idariyya<h 
 
Sedangkan menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah ke 






6 Ibid, 27. 
7 Juhaya S. Pradja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 7. 
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Pranamedia 
Group 2014), 177. 
 






































1) Siya<sah Dusturiyya<h Shar’iyya<h kebijakan tentang pemerintah perundang- 
undangan; 
2) Siya<sah Tasyri’iyya<h Shar’iyya<h kebijaksanaan tentang penetapan hukum; 
 
3) Siya<sah Qadlaiyya<h Shar’iyya<h yaitu kebijaksanaan peradilan; 
 
4) Siya<sah Maliyya<h Shar’iyya<h yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter; 
 
5) Siya<sah Idariyya<h Shar’iyya<h yaitu kebijaksanaan administrasi negara; 
 
6) Siya<sah Dauliyya<h/ Siya<sah Kharjiyya<h Shar’iyya<h yaitu kebijaksanaan 
hubungan luar negeri atau Internasional; 
7) Siya<sah Tanfidziyya<h Shar’iyya<h yaitu politik peperangan; 
 
8) Siya<sah Harbiyya<h Shar’iyya<h yaitu politik pelaskasaan Undang-Undang. 
 
Dalam konteks hukum Islam mengenai pengelolaan sampah, pembahasan 
mengenai fiqh lingkungan hidup juga menjadi penting untuk memberikan 
pencerahan dan paradigma baru bahwa fiqh tidak hanya berpusat pada masalah 
ibadah dan ritual saja, tetapi juga meliputi aturan yang sesuai dengan prinsip agama 
terhadap berbagai realita sosial kehidupan masyarakat.9 
Lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata bi’ah berasal dari 
kata ba’a-yaba’u yang artinya dalam kamus lisan al-Arab kembali ke tempat yang 
tenang. Fiqh lingkungan adalah hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang 
terperinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup untuk 











Dalam Al-Qur’an banyak membicarakan tentang penciptaan alam sebagai 
 

































fasilitas hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bentuk ucapan syukur 
kepada Allah SWT, yaitu dalam Q.S al-Hijr ayat 19 dan 201 yang berbunyi: 
ِسَى  َها َوأَْلقَْينَا ِفيَها َرَوٰ ْوُزونٍ َوٱْألَْرَض َمدَدْنَٰ    ١٩َوأَۢنبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكّلِ َشْىٍء مَّ
ِزقِين  ٢٠ يَِش َوَمن لَّْستُْم لَهُۥ بَِرٰ  َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمَعٰ
Artinya : “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 
gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan 
Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami 
menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki 
kepadanya”. 
Manusia sebagai khalifah harus bersih jasmani dan rohani. Tugas dari 
seorang muslim dimuka bumi sebagai pemimpin dan wakil Allah adalah 
memelihara bumi atau lingkungan hidup. Oleh karenanya dalam mengelola bumi 
tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri dalam mengeksploitasi. Sumber 
daya alam yang ada di darat maupun di laut harus dilakukan secara proporsional 
dan rasional untuk kebutuhan masyarakat serta menjaga ekosistemnya. 
Dengan demikian pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus 
digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan 
sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup 
manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa 
menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.11 




10 Q.S. Al- Hijr: 19-20. 
11 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), 231. 
                                                     
1 Q.S. Al- Hijr: 19-20. 
 






































Dustu<ri berasal dari bahasa Persia artinya seseorang yang memiliki 
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata tersebut digunakan untuk 
menunjukkan anggota kependetaan zoroaster (majusi). Setelah penyerapan ke 
dalam bahasa Arab, kata dustu<ri berkembang menjadi asas, dasar atau 
pembinaan. Menurut  istilah, dustu<ri berarti  kumpulan  kaedah  yang  mengatur  
dasar  dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).12 
Dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah dustu<ri, yaitu prinsip- 
prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam 
perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.13 Abu A’la al- 
Maududi menakrifkan bahwa dustu<ri yaitu suatu dokumen yang memuat prinsip- 
prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.14 
Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustu<ri sama dengan 
constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 
Indonesia. Dengan demikian, Siya>sah Dusturiyya>h adalah bagian Fiqh Siya>sah 
yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai- 
nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang 





12 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Pranamedia 
Group 2014), 154. 
13 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah 
(Jakarta: Putra Grafika 2018), 52. 
14 Ibid. 
 






































disebutkan dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai 
akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.15 
Pembahasan utama dari siya>sah dusturiyya<h meliputi hal-hal sebagai 
berikut:16 
1) Kajian tentang konsep ima>mah, khila>fah, ima>rah, mamlakah, berikut hak 
dan kewajibannya; 
2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya; 
3) Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman; 
4) Kajian tentang waliyul ahdi; 
5) Kajian tentang perwakilan atau wakal<ah; 
6) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd; 
7) Kajian tentang wizarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; 
8) Kajian tentang pemilihan umum. 
 
Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al- 
Quran dan As-Sunnah serta maqasid syari’ah yang menjadi ide dasar pengetahuan 
tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan. 
Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian siya>sah 
dusturiyya>h, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori 




15 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah Alih bahasa Kathun 
Suhadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) 46-47. 
16 Juhaya.S.Pradja, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 
Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin,(Bandung: Pustaka Setia 2014), 40. 
 






































sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan 
ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. 




Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam 
Islam, karena tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun meski 
perkembangan zaman terus berjalan. Al-Qur’an berisi tentang firman-firman Allah 
dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Berikut ayat Al-Qur’an yang berkaitan 
dengan wizarah dalam siya<sah dusturiyya<h yakni : 
ۡن أَۡهِلي   ُروَن أَِخي    ٢٩َوٱۡجعَل لِّي َوِزيٗرا ّمِ   ٣١ٱۡشدُۡد بِِهۦٓ أَۡزِري   ٣٠َهٰ
Artinya : “Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku 




Sunnah merupakan penerapan kehidupan yang membudaya atau etika 
berperilaku, ucapan dan tingkah laku nabi yang diterima secara komunal oleh 
masyarakat. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang 
yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke 
generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan 





17  Q.S. Thaahaa: 29-31. 
18 Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan,(Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,2010), 53. 
 






































Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk 
menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara 
musyawarah. Musyawarah timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh 
maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa 
orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, 
maka ijma tersebut dinyatakan batal. 19 
4) Qiyas 
Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu 
masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan 
cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu 
dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.20 
2. Konsep Wizarah 
 
Imam al-Mawardi menjelaskan wizarah dari segi bahasa yaitu di ambil dari 
kata al-wizru yang artinya bebanan, karena wazir memikul beban kepala negara. 
Kedua di ambil dari kata al-wazar yang artinya tempat kembali karena kepala negara 
selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan wazirnya. Ketiga  di ambil dari kata 
al-Jazru yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh 
wazirnya, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.21 
 
 
19 Ibid, 54. 
20 Khalid Ibrahim Jindan,Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 
Islam (Surabaya: Risalah Gusti,1999),56. 
21 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah 
(Jakarta: Putra Grafika 2018), 120. 
 






































Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala 
Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada 
dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan 
politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli 
dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran 
wazir sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat  tersebut  dapat 
dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain wazir merupakan 
tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.22 
Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas 
disebutkan dalam al-Qur’an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun  membantu Nabi 
Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir’aun, sebagaimana dalam 
Q.S Furqon : 35 
 
ُروَن َوِزيٗرا   َب َوَجعَۡلنَا َمعَهُۥٓ أََخاهُ َهٰ   ٣٥َوَلقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰ
Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) 
kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai 
wazir (pembantu).” (QS. Furqan: 35)23 
Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ini memberikan informasi 
yang sangat singkat. Ayat tersebut hanya menyebutkan awal pengangkatan dan 
penugasan Nabi Musa as dan Nabi Harun as kepada umatnya.24 Lembaga wazir 
dalam artian fungsi dan tugas bukanlah suatu lembaga yang baru dikenal selama 
pemerintahan Daulah Islamiyah, akan tetapi sudah dikenal sejak lama sebelumnya. 
 
22 Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1997), 10-14. 
23 Q.S. Al- Furqon: 35. 
24 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an Jilid 9 (Jakarta: 
Lentera Hati 2002), 475. 
 






































Dengan demikian lembaga wazir adalah suatu lembaga yang berfungsi membantu 
amir atau penguasa baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam bidang hukum 
yang telah ada sejak awal mula Islam. 
Konsep wizarah menurut Imam al-Mawardi ada dua yaitu: 
 
1. Wizarah Tafwidh (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemeritahan) 
 
Wizarah tafwidh adalah seseorang yang diberikan kewenangan penuh oleh 
Imam untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan dari hasil buah pikiran 
sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan Khalifah karena seorang 
wazir mempunyai wewenang yang dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum 
ketatanegaraan, memutuskan urusan peradilan, memimpin tentara, serta 
mengangkat panglima.25 
2. Wizarah Tanfidz (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi) 
 
Wazir tanfidz adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang 
diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, 
misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Wazir tanfidz tidak 
mempunyai wewenang apapun, jika lembaga ini dilibatkan oleh Imam untuk 
memberikan pendapat maka wazir tanfidz memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika 








25 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Pres, 2011), 58. 
 






































Secara garis besar, kedua lembaga ini memiliki perbedaan dalam 
kewenangannya. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian, 
yaitu: 
a) Wazir tafwidh bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- 
kasus kriminal, tetapi tidak boleh dilakukan oleh wazir tanfidz. 
b) Wazir tafwidh bisa menunjuk wali-wali (pemimpin daerah), tetapi tidak 
demikian dengan wazir tanfidz. 
c) Wazir tafwidh bisa memimpin tentara dan mengurus perang, tetapi hal itu tidak 
berlaku bagi wazir tanfidz. 
d) Wazir tafwidh bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al- 
mal, baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkan dan hal itu tidak 
berhak dilakukan oleh wazir tanfidz. 
Keempat wewenang ini tidak dimiliki oleh wazir tanfidz karena perbedaan 
diatas, maka ada pula perbedaan syarat-syarat wizarah yang terbagi menjadi empat 
yaitu:26 
a) Wazir tafwidh haruslah seorang yang merdeka, sedangkan wazir tanfidz tidak 
disyaratkan seperti itu. 
b) Wazir tafwidh haruslah beragama Islam, sedangkan wazir tanfidz tidak 






26 Al- Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah, (al-Maktab al-Islami, 








































c) Wazir tafwidh harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan 
peperangan dan perpajakan, sedangkan wazir tanfidz tidak disyaratkan seperti 
itu. 
d) Wazir tafwidh harus menguasai ilmu tentang hukum-hukum Syariat, 
sedangkan wazir tanfidz tidak disyaratkan seperti itu. 
Dalam konsep wizarah sebagai tangan kanan kepala Negara dalam 
mengurus pemerintahan. Wazir tanfidz merupakan lembaga yang melaksanakan 
undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Sementara 
masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 
dan untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadits berikut: 
َ َوَمْن يُِطْع اْألَِميَر َفقَدْ أََطاَعنِي َوَمنْ  َّ َ َوَمْن َعَصانِي فَقَدْ َعَصى  َّ َيْعِص اْألَِميَر فَقَدْ  َمْن أََطاَعنِي َفقَدْ أََطاَع 
َماُم ُجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتَّقَى بِ  ِ َوَعدَلَ َعَصانِي َوِإنََّما اْإلِ َّ ِه فَإِْن أََمَر بِتَْقَوى   
Artinya: Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah 
dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada 
Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku 
dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat 
kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) adalah laksana benteng, dimana 
orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. (H.R 
Bukhari No. 2737)27 
Dalam hal pengelolaan sampah Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai 
Wazir Tafwidh yaitu yang merancang Peraturan Daerah untuk dilaksanakan dan 
dipatuhi oleh masyarakat warga Kota Surabaya. Oleh karena itu melalaui program 
kerjanya, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan 
 
 
27 H.R. Bukhari No. 2737. 
 






































kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan 
tujuan dibentuknya perda tersebut dan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati 
dan melaksanakan peraturan yang ada. 
Sedangkan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 
(DKRTH) berperan sebagai Wazir Tanfidz yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH) bertanggung 
jawab dalam implementasi perda tersebut. Dalam hal pelaksanaan implementasi 
Perda terhadap pencemaran di TPA Benowo pihak DKRTH memberikan 
kompensasi terhadap kerugian yang dialami petani tambak dan pembudidaya ikan 
setempat. 
Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung jawab 
pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup kekuasaannya, apapun 
posisi dan perannya. Wujud tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau Kota Surabaya (DKRTH) sebagai Wazir Tanfidz yang sesungguhnya adalah 
kelak di hadapan Allah SWT, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus 
selalu ada di hadapan manusia lainnya dalam bentuk kompensasi. Agar 
menunjukkan adanya upaya dari DKRTH dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 
B. Konsep Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 
 
AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan 
 






































pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan AUPB dari prinsip yang 
tidak tertulis bergeser menjadi norma hukum tertulis yang berlangsung cukup 
lambat. Pada tahun 1990-an, UNDP mengenalkan satu prinsip yang disebut dengan 
good governance (pemerintahan yang baik). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi Kolusi 
dan Nepotisme) berawal dari RUU yang diusulkan pemerintah. RUU ini dari awal 
memang sudah mengusung prinsip AUPB sebagai landasan utamanya. 
1. Pengertian Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 
 
Tindakan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk 
menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah suatu hal yang 
besar. Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah dalam memberikan 
kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering 
bertindak berdasarkan freies ermessen, tetapi tindakan tersebut sering melahirkan 
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan 
antara warga masyarakat dengan pemerintah. 
Berdasarkan rumusan pengertian para pakar tentang AUPB, dapat ditarik 
unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara komprehensif, 
yaitu:28 
1) AUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam 





28 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”. 
Adminitrative Law & Governance, Vol. 2 Issue 3 (Tahun 2019), 544. 
 






































2) AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam 
menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam 
menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), 
dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. 
3) Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, 
masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. 
4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar 
dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi 
kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. 
AUPB diberikan definisi dalam Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Negara 
sebagai “Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi 
Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan”. 
2. Prinsip -prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 
 
Prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut UU 
Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut: 
1) Asas Kepastian Hukum 
 
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 
2) Asas Kemanfaatan 
 






































adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) 
kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) 
kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan 
masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan 
kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan 
Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan 
generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan 
pria dan wanita. 
3) Asas Ketidakberpihakan 
 
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan 
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak 
diskriminatif. 
4) Asas Kecermatan 
 
adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau 
Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk 
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau 
Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan 
dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut  ditetapkan dan/atau 
dilakukan. 
5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan 
 






































adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan 
yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 
melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 
kewenangan. 
6) Asas Keterbukaan 
 
adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
7) Asas Kepentingan Umum 
 
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 
8) Asas Pelayanan Yang Baik 
 
adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan 
biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Di dalam prinsip-prinsip AUPB juga termasuk dalam good environmental 
governance, sebab AUPB merupakan turunan dari good governance. Adanya suatu 
konsep kerjasama yang baik yang dapat dilakukan antara pemerintah dengan 
masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dalam pengelolaan lingkungan. 
 






































Pemerintah mempunyai hak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu 
dengan menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance. 
Peraturan daerah dibentuk agar masyarakat memiliki kesadaran ketika 
mengelola sampah, seperti dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dibidang 
pengelolaan sampah. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan daerah yang 
mengatur Kabupaten/Kota menjadi tumpuan dalam menegakan hukum lingkungan, 
hal ini perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai 
aturan tersebut. 
Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental 
governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara 
yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam 
dan lingkungan.29 Pelaksanaan prinsip-prinsip good environmental governance 
merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung 
terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan. 
Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip good environmental governance 
terdapat dalam Pasal 63 UU PPLH yang mana pasal tersebut diatur mengenai 
kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan 
hidup. Kewenangan ini bersifat kongkuren yaitu menyerahkan sebagian 
 
29 NHT Siahan, “hukum Lingkungan”, (Jakarta :Pancuran Alam, 2009), 143. 
 






































kewenangan eksekutif dari pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah yang sekarang 
disebut otonomi daerah. 
Pendapat tersebut sejalan dengan Sonny Kerap yang menegaskan bahwa ada 
hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan 
lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.30 
Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan 
sampah juga terdapat dalam Pasal 5,6,7,8,9 UU No. 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan sampah yang memuat mengenai tugas dan wewenang dalam 
pemerintahan. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip good environmental 
governance juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah. 
A. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah  
  Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.31 
 
30 Nopyandri, “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011), 35. 
31 Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya. 
 






































Pengelolaan sampah bertujuan menciptakan pola hidup masyarakat yang 
berwawasan lingkungan agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan 
kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih 
dan sehat. 
Pencemaran yang paling berdampak besar adalah produksi limbah padat. 
Sampah yang semakin bertambah dan beraneka ragam jenisnya secara terus 
menerus akan berakibat dalam pengelolaannya yang semakin sulit. Tidak hanya 
manusia yang terancam dengan bahaya sampah, tetapi juga dalam lingkungan 
kehidupan dapat mengalami kerusakan. Akibat dari segala macam kerusakan 
lingkungan juga dikarenakan manusia itu sendiri yang kurang arif dalam 
memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang 
harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang 
sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja. Oleh karena itu, dibuatlah aturan 
tentang pengelolan sampah yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 
1 Tahun 2019. 
Alasan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut yaitu dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya secara komprehensif 
dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, 
memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat. 
Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas 
 






































berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas 
keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.32 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas sampah rumah tangga, 
sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik yang meliputi ketentuan 
mengenai: 
a. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan 
pengurangan sampah, penanganan sampah, dan pengelola sampah. 
Dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah setiap orang atau 
badan wajib melakukan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah dengan 
cara yang berwawasan lingkungan. 
1) Pengurangan Sampah meliputi kegiatan:33 
 
a) pembatasan timbulan sampah; 
 
b) pendauran ulang sampah; dan/atau 
 
c) pemanfaatan kembali sampah 
 
Dalam hal pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan 
yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang 
mudah diurai oleh proses alam. Selain itu bisa dengan mengumpulkan dan 
menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan. 
2) Penanganan Sampah meliputi kegiatan:34 
 
 
32 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. 
33 Ibid, Pasal 10. 
34 Ibid, Pasal 14. 
 












































d) pengolahan; dan 
 
e) pemrosesan akhir sampah 
 
Pemilahan sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan melalui kegiatan 
pengelompokan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan 
berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang 
mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur 
ulang, dan sampah lainnya. 
Pengumpulan sebagaimana dimaksud yaitu sampah wajib menyediakan 
TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. Pengangkutan sampah 
sebagaimana dimaksud yaitu menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk 
sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan 
sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST. 
Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud yaitu meliputi kegiatan 
pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi. Pengolahan 
sampah ini dilaksanakan melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi ramah 
lingkungan. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan 
dengan menggunakan metode lahan urug saniter, dan teknologi ramah lingkungan. 
3) Pengelola Sampah 
 






































Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah dapat membentuk 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola 
sampah yang dibentuk oleh; masyarakat, dengan pembagian Tingkat Rukun 
Tetangga, Tingkat Rukun Warga, Tingkat Kelurahan, dan Tingkat Kecamatan.35 
Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, 
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas: 
menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan, 
mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA, dan menjamin 
terwujudnya tertib pemilahan sampah. 
b. Pengembangan dan penerapan teknologi 
 
Dalam kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi Pemerintah Daerah 
melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. 
Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dilakukan 
dengan mengikutsertakan:36 
1) perguruan tinggi; 
 
2) lembaga penelitian dan pengembangan; 
 
3) badan usaha; dan/atau 
 
 
35 Ibid, Pasal 25. 
36 Ibid, Pasal 29. 
 






































4) lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan 
sampah. 
Mendirikan Bank Sampah meliputi kegiatan:37 
 
1) pemilahan sampah; 
 
2) pengumpulan sampah; 
 
3) penyerahan ke bank sampah; dan/atau 
 
4) memperbanyak bank sampah. 
 
Bank sampah sebagaimana dimaksud dapat berbentuk badan hukum, yaitu 
koperasi atau yayasan atau bentuk lainnya non berbadan hukum. 
c. Larangan dan Sanksi Administratif 
 
1) Larangan, setiap orang atau badan dilarang :38 
 
a) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan 
disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, 
saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di 
tempat umum lainnya; 
b) membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran; 
 
c) membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau 
TPA; 
d) memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau 
TPA kecuali mendapat izin dari walikota; 
 
 
37 Ibid, Pasal 27A. 
38 Ibid, Pasal 33. 
 






































e) menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan 
TPS/TPST; 
f) menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA; 
 
g) membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
(B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA; 
h) mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun; 
 
i) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
pengelolaan sampah; 
j) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan. 




b) peringatan tertulis; 
 
c) paksaan pemerintahan; 
 
d) uang paksa; 
 
e) pembekuan izin; 
 
f) pencabutan izin; dan/atau 
 
g) penutupan usaha/kegiatan. 
 










39 Ibid, Pasal 41. 
 






































Sanksi pidana sebagaimana dimaksud berupa kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).40 
Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya 
semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berguna dan berhasil baik 
dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam 
setiap proses perijinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam 
ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu 
memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan 






























40 Ibid, Pasal 43. 
 




































IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 1 TAHUN 2019 
TERHADAP DAMPAK BAGI WARGA PETANI TAMBAK BENOWO 
A. Gambaran Umum Tempat Pembuangan Akhir Benowo Surabaya 
 
1. Letak dan Keadaan Geografis 
 
Tempat Pembuangan Akhir TPA Benowo terletak di wilayah Surabaya 
Barat dengan luas lahan kurang lebih 37,4 Ha sudah termasuk daerah 
pengembangan seluas 3,43 Ha. TPA Benowo merupakan salah satu pusat area 
tempat pembuangan akhir sampah Kota Surabaya yang lokasinya meliputi dua 
wilayah Kelurahan, yaitu Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo dan 
Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Berjarak 20 Km dari pusat 
Kota Surabaya dan 5 Km dari batas Kabupaten Gresik (sungai lamong). TPA 
Benowo ini adalah milik pemerintah, mulai beroperasi pada bulan November 2001. 
Batas lokasi TPA Benowo di Sebelah Utara, Sebagian besar berupa tambak 
garam dan tambak ikan milik penduduk atau lahan pemukiman penduduk 
berkepadatan rendah. Sebelah Selatan, kawasan stadion Bung Tomo Surabaya 
Barat. Sebelah Timur, Tambak ikan dan garam milik penduduk. Sebelah Barat, 
Jalan Tambakdono. Awalnya TPA Benowo menggunakan sistem pengelolaan 
controlled landfill, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2008 
tentang pengelolaan sampah maka TPA Benowo dikembangkan dengan 
menggunakan sistem pengelolaan santary landfill dan grasifikasi menghasilkan 











































2. Kondisi Tata Guna Lahan Sekitar TPA Benowo 
 
Penggunaan tanah di wilayah TPA Benowo terdiri dari industri dan 
pergudangan, pemukiman, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, tambak ikan dan 
tambak garam, jalan, serta sungai dan saluran drainase. 
a. Industri dan Pergudangan, daerah industri dan pergudangan banyak ditemui dan 
mendominasi daerah sekita TPA Benowo. Khususnya yang terletak di sebelah 
Timur jalan tol PT. MASPION IV merupakan daerah industri dan pergudangan 
yang letaknya paling dekat dengan TPA Benowo. 
b. Pemukiman, di wilayah sekitar TPA Benowo didominasi oleh pemukiman 
kampung yang lokasinya menempati stren sungai di pinggir kali Lamong dan 
memanfaatkan tanah kosong yang ada. Awalnya pemukiman yang 
memanfaatkan tanah kosong hanya digunakan oleh masyarakat yang 
mempunyai pekerjaan sebagai penjaga tambak dengan persetujuan pemilik 
tambak, namun dalam perjalanan waktu dibangun menjadi perumahan yang 
permanen dan berubah status kepemilikan, pada akhirnya beralih fungsi sebagai 
tempat tinggal. Daerah pemukiman yang padat penduduk dan berkembang 
menjadi perkampungan dapat ditemui di wilayah Tambakdono yang terletak di 
sebelah barat dan juga di sebelah selatan jalan Tandes- Benowo. 
c. Fasilitas Umum, di wilayah TPA Benowo terdapat fasilitas umum berupa 
masjid dan tanah lapangan. Fasilitas umum ini terletak di perkampungan 
penduduk di daerah Tambakdono dan Benowo. 
 






































d. Ruang Terbuka Hijau, di wilayah studi terdapat tanah kosong (tambak), di 
sepanjang tepian Kali Lamong yang berlokasi di Kelurahan Tambakdono, Pakal 
dan Benowo. Berdasarkan RT/RW Kota Surabaya, wilayah sepanjang tepian 
Kali Lamong direncanakan sebagai kawasan konservasi atau ruang terbuka 
hijau. Yang direncanakan konservasi tersebut yaitu berupa tanaman atau 
pepohonan yang tidak terlalu membutuhkan banyak air sehingga tanaman 
disekitar tetap bisa tumbuh dan daerah sekitar kali Lamong menjadi lebih sejuk. 
e. Perikanan dan Tambak, daerah perikanan dan tambak banyak dijumpai dan 
menjadi batas TPA Benowo dengan pemanfaatan wilayah dikelola oleh 
masyarakat setempat. Bentuk daerah ini berupa rawa dan tambak ikan atau 
tambak garam, dimana banyak ditemui di sekitar lokasi TPA bagian Selatan, 
Barat, Timur dan Utara. Pada masa-masa tertentu masyarakat di daerah ini 
memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan tambak garam dan tambak ikan. 
f. Jalan, terdapat jalan arteri, yaitu Jl. Tambakdono, Jl. Pakal dan Jl. Tandes- 
Benowo, Jalan Tol Surabaya-Gresik, mulai dari Jl. Margomulyo sampai dengan 
Romokalisari. Rumija berkisar antara 40m hingga 80m, dimana Rumija sebesar 
40m berada disekitar km 6 dan Rumija sebesar 80m disekitar gerbang Tol 
Romokalisari. 
g. Sungai dan Saluran Drainase, penggunaan tanah untuk prasarana berupa sungai 
dan saluran drainase di wilayah TPA Benowo terdiri dari Kali Lamong, Kali 
 






































Sememi, Saluran Benowo, Saluran Rejosari dan saluran irigasi tambak ikan 
atau tambak garam.1 
3. Keadaan TPA Benowo 
 
Dulunya lokasi pembuangan sampah berada di kawasan Keputih namun 
karena banyaknya pemukiman di daerah Keputih pindahnya lokasi pembuangan 
sampah di TPA Benowo. Di TPA Benowo tidak hanya digunakan sebagai tempat 
pembuangan akhir sampah tetapi, dimanfaatkan juga sebagai tempat untuk 
mengelola sampah limbah yang dikeluarkan supaya tidak tercemar ke lingkungan 
sekitar. Adapun teknologi yang dipakai yaitu alat Instalasi Pengolahan Air Limbah 
atau IPAL. Selanjutnya ada sejumlah fasilitas yang ditemukan di TPA Benowo. 
a. Jembatan Timbang, digunakan untuk mengetahui asal atau sumber sampah, 
nama supir pengangkut sampah. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam 
database dan menghasilkan laporan yang akan dikirim ke kantor pusat Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Bangunan ini juga 
dilengkapi dengan perangkap komputer dan elektronik, yang berfungsi sebagai 
sarana dan media untuk mengukur besarnya volume atau tonase sampah yang 
diangkut masuk ke dalam TPA Benowo. 
b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, di bangunan ini terdapat proses 
pengolahan air lindi atau yang lebih dikenal air limbah dengan melalui proses 
kimiawi. Metode kimiawi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan 
menggunakan mesin. Artinya, proses pengolahan air limbah dilakukan 
 
 
1 Data Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. 
 






































dengan cara mencampurkan air limbah dengan air tawar dan juga bahan kimia 
yang lain. 
c. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) II, pada bangunan ini juga dilakukan 
pengolahan air lindi tahap dua dengan melalui proses mikrobiologi. Pengolahan 
ini dilakukan dengan teknologi tertentu, yaitu dengan memberi bakteri paktogen 
pada hasil air lindi pada tahap sebelumnya. Pada bangunan ini tidak lagi 
menggunakan proses kimiawi. 
d. Terminal Dumping, pada bangunan ini digunakan untuk lokasi pembuangan 
sampah atau pendumpingan. 
e. Bengkel Alat Berat, pada bangunan ini digunakan sebagai tempat perawatan, 
garasi, sekaligus bengkel untuk alat-alat yang beroperasi di TPA Benowo.2 
4. Karakteristik Sampah TPA Benowo 
 
a. Garbage, Sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran 
dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah 
membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air bebas. 
b. Rubbish, Sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang 
berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, dan kantor-kantor tapi 
yang tidak termasuk garbage. 
c. Ashes (Abu), Sampah yang berasal dari sisa-sisa pembakaran yang mudah 






2 Data Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. 
 






































d. Street Sweeping (Sampah Jalanan), Sampah yang berasal dari pembersihan 
jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin 
yang terdiri dari kertas-kertas dan daun-daunan. 
e. Dead Animal (Bangkai Binatang), Sampah yang terdiri dari bangkai 
binatang yang mati karena alam, penyakit, dan kecelekaan. 
f. Household refuse (Sampah Pemukiman), Sampah yang terdiri dari garbage, 
rubbish and ashes yang berasal dari daerah pemukiman. 
g. Abandoned Vehicles (Bangkai Kendaraan), Sampah yang terdiri dari 
bangkai-bangkai mobil, truk, dan kereta api. 
h. Sampah Industri, Sampah padat yang berasal dari industri-industri dan 
pengolahan hasil bumi. 
i. Demolition Waste, Sampah yang berasal dari perombakan gedung atau 
bangunan. 
j. Construction Waste, Sampah yang berasal dari sisa pembangunan, 
perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung. 
k. Sewage Solid, Sampah yang terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya 
zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air 
buangan. 
l. Sampah khusus, Sampah yang terdiri dari kaleng cat dan zat radioaktif. 
 
Sampah ini memerlukan perlakuan khusus dalam pengolahannya.3 
 





3 H.J., Mukono, Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan (Surabaya: Airlangga 2006), 24-25. 
 






































a. Open Dumping/Semi Open Dumping 
 
Pada umumnya penanganan sampah yang baik diterapkan pada sebuah 
tempat pembuangan akhir yaitu dengan System Sanitary Landfill yakni sampah 
yang telah masuk di TPA kemudian ditutupi tanah lempung agar tidak 
menimbulkan bau yang menyengat dan dilakukan setiap hari, namun pada tempat 
pembuangan akhir Benowo tidak menggunakan sistem tersebut melainkan sistem 
yang dipakai yaitu System Open Dumping atau boleh dikatakan Semi Sanitary 
Landfill. Meskipun pada TPA tersebut setiap 3 sampai 4 minggu bahkan terkadang 
satu tahun sekali dilakukan penimbunan tanah lempung terhadap sampah yang telah 
dipadatkan. Sampah yang diangkut oleh truk yang masuk di lokasi TPA kemudian 
melewati jembatan timbang guna untuk penimbang sampah yang dihasilkan Kota 
Surabaya setiap tahunnya. Truk yang berisi sampah yang telah ditimbang kemudian 
di buang ditempat pendumpingan sampah sesuai zona yang telah ditentukan. Di 
lokasi pendumpingan sampah terdapat traktor yang bertugas untuk menarik dan 
memadatkan sampah, sampah yang telah menggunung setinggi 7 meter selama 
setahun kemudian dipadatkan dengan traktor sehingga tinggi sampah tersebut 
mencapai 1,5-2 meter. Dari informasi pihak pengelola bahwa dalam setahun 
sampah mengalami penyusutan hingga 50 sampai 60 cm pada masing-masing zona. 
Pada TPA Site benowo juga dilakukan pemberian cairan berupa EM 4, EM6 dan 
obat anti lalat pada sore hari dengan tujuan untuk mengusir dan membasmi lalat 
dengan takaran 2500 liter / hari. 
b. Proses Pengolahan Lindi 
 






































Selain penanganan sampah padat yang ditampung pada TPA Benowo yang 
semakin hari semakin bertambah juga pihak pengelola harus memikirkan limbah 
cair yang dihasilkan sampah itu sendiri yakni berupa limbah cair atau sering disebut 
lindi. Limbah cair tersebut sangat berbau dan juga apabila tidak ditangani secara 
baik maka akan menimbulkan pencemaran baik pada tanah maupun air yang ada 
disekitar TPA tersebut, oleh karena itu pihak pengelola merancang sebuah 
pengolahan untuk menangani lindi yang dihasilkan oleh sampah pada TPA tersebut. 
Sehingga lindi yang dihasilkan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan 
air dengan cara dibuatkan drainase atau parit disekitar timbunan sampah. Untuk 
pengaliran air lindi menggunakan kemiringan antara 1-2% air lindi ini akan 
dikumpulkan dalam satu waduk atau bak teknisi. Pada dasar dan pinggiran bak 
penampungan lindi terdapat plastik yang berguna untuk menghindari terjadinya 
pencemaran air permukaan pada waduk, sedangkan untuk penanganan gas-gas 
methan dibuatkan cerobong atau lubang ± 25-30m. 
c. Pengomposan 
 
Pada TPA Benowo selain harus memikirkan untuk menata konsep menuju 
System Sanitary Landfill di TPA Benowo kedepan, Pemerintah Kota Surabaya 
juga harus terus mematangkan dan menyosialisasikan konsep pengelolaan sampah 
mandiri, yakni pengelolaan sampah yang berawal di sumber sampah. Sampah 
dipilah menjadi sampah kering dan basah, untuk sampah kering didaur ulang dan 
 






































sampah basah diolah menjadi kompos yang dimana pada TPA tersebut sudah 
terdapat sub unit untuk menangani sampah yang akan dibuat kompos.4 
Dalam menangani sampah di Kota Surabaya Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbua Hijau dan PT. Sumber Organik menjadi penanggung jawab saat ini. 
Terdapat pembagian dalam sistem pengelolaan sampah, untuk pengambilan dari 
pengumpulan sampah rumah tangga sampai dengan TPS dikelola oleh masyarakat, 
pengangkutan dari TPS ke kelurahan sampai dengan TPA Benowo dikelola oleh 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbua Hijau Kota Surabaya, sampai pada tahap akhir 
sampah di TPA Benowo di kelola oleh PT. Sumber Organik selaku perusahaan yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Benowo. 
d. Proses Ganti Rugi dalam Pencemaran disekitar Tambak Benowo 
 
Ketika terjadi kebocoran air tinja dan berdampak ke tambak-tambak PT. 
Sumber Organik bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dan mengganti 
kerugian sekitar 60-70% dari hasil yang seharusnya di panen, akan tetapi ada 
perbedaan yang dilakukan PT. Sumber Organik dengan Pemerintah Kota Surabaya 
dalam memberikan ganti rugi. PT Sumber Organik melakukan proses ganti rugi 
kepada tambak yang benar-benar berdampak atas kebocoran air limbah, sedangkan 
Pemerintah Kota Surabaya dalam proses ganti rugi mengganti kepada seluruh 
warga yang mempunyai tambak di sekitar TPA Benowo selain uang juga ada 




4 Data Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. 
 






































Sistem pola kerjasama antara DKRTH dengan PT Sumber Organik yaitu 
menggunakan sistem Bangun – Guna – Serah atau lebih dikenal dengan BOT (Build 
Operate Transfer). Yaitu bentuk pendanaan proyek saat suatu entitas swasta 
menerima konsesi dari entitas lain untuk mendanai, merancang, membangun, dan 
mengoperasikan suatu fasilitas yang dinyatakan dalam kontrak konsesi. Jadi, dalam 
sistem pengoperasian di TPA Benowo PT SO yang membangun dan yang 
mendirikan sesuatu disana lalu dikelola atau dioperasionalkan dalam jangka waktu 
tertentu, setelah itu dikembalikan ke DKRTH dan jadi milik DKRTH. 
6. Aset dan Pemodalan dalam Mengelola Tambak 
 
Aset tanah untuk tambak rata-rata seluas dua hektar. Tambak di sekitar TPA 
Benowo banyak yang memproduksi udang fanami, ikan bandeng, serta ikan 
tombro. Dalam memproduksi ikan dan udang yang ada di tambak, udang fanami 
merupakan yang paling cepat dalam proses panen yang hanya membutuhkan 1 
sampai 2 bulan saja sedangkan ikan bandeng harus menunggu 3 bulan untuk bisa 
dijual. 
Dalam pemodalan awal tambak, untuk ikan bandeng membutuhkan 4 rean 
atau modal sebesar Rp. 400.000, sedangkan untuk udang fanami 10 rean atau modal 
sebesar Rp. 1.900.000, dan ikan tombro dengan modal Rp. 2.000.000. Sebelum 
panen, petani memberikan pupuk ke dalam tambak untuk menjernihkan air dan 
menetralisir ikan agar mudah memberikan pakan. Ketika musim panen tiba, panen 
udang fanami bisa mencapai keuntungan hingga Rp. 4.000.000 perbulannya, 
 






































sedangkan dalam panen bandeng mencapai keuntungan hingga Rp. 9.000.000 per 3 
bulannya.5 
B. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan PT Sumber Organik di TPA Benowo 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Good Environmental Governance, 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya membentuk Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk memudahkan menjaga kebersihan kota 
Surabaya, yang terdiri dari: 
1. UPTD Kebersihan Saluran Pematusan 
 
2. UPTD Pemanfaatan Sampah 
 
3. UPTD Pengelolaan Limbah Cair 
 
4. UPTD Taman Rekreasi 
 
Dalam hal pengelolaan sampah yang menangani adalah UPTD Pemanfaatan 
sampah yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 87 Tahun 2016. UPTD 
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertamanan khususnya pemanfaatan 
sampah di Kota Surabaya, salah satunya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di 
TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu).6 Hal ini sejalan dengan Pasal 19 








5 Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku pemilik tambak ikan pada tanggal 9 Mei 2020 
6 Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya No. 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemanfaatan Sampah Pada Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau Kota Surabaya. 
 






































Tahun 2019 mengenai pemanfaatan TPST untuk dijadikan tempat pemadatan, 
pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.7 
Surabaya telah membangun 28 TPST guna untuk memangkas ongkos 
pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena jarak 
pengiriman sampah menjadi lebih dekat, selain itu TPA tidak terbebani dengan 
jumlah sampah dari seluruh wilayah Kota Surabaya. Berikut sebagian TPST yang 
diketahui antara lain:8 
1. Rumah Kompos Sumberejo Benowo 
 
2. Rumah Kompos Sonokwijenan Sukomanunggal 
 
3. Rumah Kompos Putat jaya 
 
4. Rumah Kompos Gunungsari 
 
5. Rumah Kompos Balasklumprik Kebraon 
 
6. Rumah Kompos Keputih Liponsos 
 
7. Rumah Kompos Rungkut Asri 
 
8. Rumah Kompos Tenggilis Utara 
 
9. Rumah Kompos Tenggilis Rayon Taman 
 
10. Rumah Kompos Srikana dekat Kampus B Unair 
 





7 Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota 
Surabaya. 
8 Detik News, 17 Rumah Kompos Sampah Rumah Tangga Diaktifkan, 
https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-2364452/17-rumah-kompos-sampah-rumah- 
tangga-diaktifkan-, diakses pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 20.00. 
 






































12. Rumah Kompos Tambak Oso 
 
Ada pula rumah kompos yang mampu memproduksi sampah menjadi listrik yaitu: 
 
1. Rumah Kompos Jambangan, dapat menghasilkan listrik sebesar 4 kilowatt jam 
 
2. Rumah Kompos Wonorejo Rungkut, dapat menghasilkan listrik 4 kilowatt jam 
 
3. Rumah Kompos Kawasan Bratang Taman Flora, dapat menghasilkan listrik 2 
kilowatt jam, dan 
4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, dapat menghasilkan listrik 11 
mega watt jam 
Adanya pembangunan TPST tersebut adalah upaya dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas teknik operasional atau teknis penunjang Dinas 
Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan 
lancar, tertib, bermanfaat dan berhasil. UPTD Pemanfaatan Sampah merupakan 
unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas.9 
TPA Benowo merupakan pusat tempat pembuangan terakhir sampah di 
Kota Surabaya. TPA Benowo dibangun pada tahun 2000 namun baru beroperasi 
tahun 2001 yang sebelumnya dikelola Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
Kota Surabaya. Dalam hal proses mengurai sampah pemerintah Kota Surabaya 
mempunyai wacana untuk mencari pihak yang bekerja sama untuk mengelola TPA 
 
9 Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya No. 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemanfaatan Sampah Pada Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau Kota Surabaya. 
 






































Benowo dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 2011 ada 4 calon yang 
mendaftar untuk bisa menjadi mitra dalam pengelolaan sampah TPA Benowo. 
Empat calon yang tersebut akan diajak kerja sama bukan hanya dari 
Indonesia namun dari mancanegara dan 4 calon tersebut ialah PT Phoniex dari 
Singapura, PT Sumber Organik (SO) dari Indonesia, PT Imantata dari Prancis dan 
PT Medco dari Malaysia. Pemerintah Kota Surabaya memenangkan PT Sumber 
Organik dari Indonesia karena mempunyai rencana kerja untuk mengolah sampah 
menjadi gas dan listrik, hal ini sesuai dengan kehendak pihak Pemerintah Kota 
Surabaya karena rencana itu bisa membawa TPA Benowo menjadi TPA yang 
bermanfaat. 
Dalam hal pengelolaan sampah masih terdapat permasalahan dalam proses 
pengelolaannya. Berdasarkan fakta yang terjadi di TPA Benowo jarak antara 
tambak ikan dan tambak garam sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir. 
Hal ini yang sering mengakibatkan tambak garam dan tambak ikan mengalami 
pencemaran serta kerugian oleh petani garam atau pembudidaya ikan yang 
beroperasi. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Ridwan selaku pemilik 
tambak menerangkan bahwa pernah terjadi kebocoran pipa air lindi yang bercampur 
dengan tambak ikan karena seluruh pintu pembuangan akhir berada di kali Lamong. 
Sehingga limbah air dan irigasi tambak mengalir bersamaan ke kali Lamong. Selain 
itu, daerah TPA Benowo juga sering mengalami banjir yang 
 






































membuat air menjadi pasang dan ikan yang berada di tambak ikut bercampur 
dengan limbah sampah TPA Benowo.10 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala dan 
kekecewaan petani tambak terhadap pengelolaan limbah yang ada di TPA Benowo. 
Karena alat saluran limbah yang kurang memadai serta kurangnya komunikasi 
membuat kebocoran pipa air limbah mengotori tambak dan mencemari ikan-ikan 
yang ada di tambak. Selain itu petani tambak kini mengalami penurunan dalam 
penghasilan udang pasangan. Udang pasangan yang berada di sungai sudah tidak 
bisa naik ke tambak-tambak warga karena terhambatnya saluran air dari TPA 
Benowo. 
Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa para petani tambak disekitaran 
TPA mengalami penurunan dalam mencari penghasilan. Yang awalnya bisa 
mendapatkan keuntungan dari udang pasangan, kini sudah tidak dapat 
memproduksi udang pasangan di tambak. Udang pasangan adalah istilah udang laut 
yang dipasang jaring oleh petani tambak agar udang dapat naik ke permukaan 
tambak. 
Mengacu pada peraturan daerah mengenai jarak lokasi TPA dengan 
mempertimbangkan jarak dari pemukiman dan bukan merupakan daerah banjir 
periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun sangat tidak sesuai dengan fakta yang 
terjadi di lapangan. Di TPA Benowo masih terdapat beberapa titik genangan ketika 
turun hujan. Hal tersebut belum begitu sesuai dengan subkriteria bebas 
 
10 Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku pemilik tambak ikan pada tanggal 9 Mei 2020. 
 






































banjir. Dalam pertimbangan jarak dari pemukiman juga kurang sesuai, dikarenakan 
jarak TPA Benowo dengan perumahan terdekat adalah 250 meter. Sedangkan jarak 
TPA terhadap permukiman ditetapkan 500 meter. 
Dulu ketika TPA Benowo beroperasi pertama kali pada tahun 2001 warga 
sekitar terutama para pemilik tambak mendapatkan sosialisasi tentang bahaya air 
limbah bagi ikan-ikan dan garam di tambak. Seperti yang diungkapkan bapak Basir 
yaitu dulu pernah ada sosialisasi dari pemerintah tentang dampak limbah dari 
sampah bisa membahayaan ikan di tambak dan mempengaruhi proses pembuatan 
garam, namun setelah dipegang oleh perusahaan swasta tidak ada sosialisasi 
tersebut.11 
Hal ini mengakibatkan tercemarnya ikan-ikan yang dipelihara serta tambak 
untuk mengolah garam juga rusak karena disebabkan oleh air limbah sampah yang 
bocor dan mencemari area tambak. Petani tambak mengungkapkan bahwa ketika 
TPA Benowo masih dipegang oleh pemerintah yaitu Dinas kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau Kota Surabaya, proses ganti rugi atau kompensasi bagi pemilik 
tambak yang tambaknya mengalami kebocoran sampah selalu tepat waktu, namun 
setelah berganti sistem kompensasi itu telat diberikan kepada warga yang 
bersangkutan.12 
Dalam mengimplementasi perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota 
 
 
11 Wawancara dengan Bapak Basir selaku pemilik tambak ikan pada tanggal 9 Mei 2020. 
12 Wawancara dengan Bapak Rizal selaku pemilik tambak ikan pada tanggal 9 Mei 2020. 
 






































Surabaya menjelaskan telah melakukan sebaik-baiknya. Seperti yang di ungkapkan 
bapak Eko selaku staf di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan 
bahwa pihak Dinas sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 
Perda dibuat agar suatu kegiatan ada dasar hukumnya.Terkait dengan lokasi 
pembangunan TPA di Benowo sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di 
peraturan, karena dulunya sebelum TPA di bangun tidak ada pemukiman disekitar 
TPA Benowo. Jika ada pencemaran pastinya ada efek dari suatu kegiatan, dengan 
adanya ini bagaimana cara mengelolanya dengan lebih baik agar tidak ada 
pencemaran lagi.13 
Dari penjelasan bapak Eko, pembangunan TPA sudah sesuai dengan 
peraturan karena jauh dari pemukiman, namun berjalannya waktu pemilik tambak 
banyak yang mendirikan rumah tetap disekitar TPA. Pihak dinas juga berusaha 
untuk memperbaiki pengelolaan sampah di TPA Benowo agar lebih baik lagi dan 
tidak menimbulkan pencemaran. 
Pak Eko juga mengungkapkan bahwa dalam mengatasi pencemaran tersebut 
DKRTH bekerjasama degan PT SO untuk membuat teknologi IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air Limbah) untuk mengurai sampah air limbah. Pihak dinas dengan PT 
SO juga berusaha untuk melakukan pengawasan, monitoring dan melakukan 
kebijakan-kebijakan sesuai dengan Perda agar tidak terjadi pencemaran ke tambak 




13 Wawancara dengan Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Surabaya pada tanggal 11 Juli 2020. 
 






































mengajak berdiskusi dan melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan konflik untuk menyelesaikan perseteruan yang terjadi di TPA Benowo.14 
Dari pernyataan diatas, TPA Benowo menyediakan fasilitas teknologi IPAL 
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk proses penguraian sampah air limbah. 
Dalam melaksanakan proses tersebut pihak dinas memaksimalkan untuk melakukan 




































14 Wawancara dengan Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Surabaya pada tanggal 11 Juli 2020. 
 




































IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 1 TAHUN 2019 
TERHADAP DAMPAK BAGI WARGA PETANI TAMBAK BENOWO 
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. 
A. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi 
Warga Petani Tambak Benowo 
Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah suatu upaya agar 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam mengimplementasikan kebijakan 
tersebut ada beberapa faktor yeng mempengaruhi. Untuk menangani masalah 
sampah di TPA Benowo Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan salah satu 
kebijakannya yaitu Paraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. 
Untuk merealisasikan kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik 
yaitu dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam 
pemerintahan yang baik (Good Governance). Pelaksanaan prinsip-prinsip AUPB 
(Asas Umum Pmerintahan yang Baik) merupakan perwujudan pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk 
mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 
Berkaitan dengan implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 
mengenai dampak petani tambak di TPA Benowo , kriteria-kriteria prinsip AUPB 
yang sudah diterapkan dalam TPA Benowo yaitu: 














































Terkait penanganan dalam masalah kebocoran di tambak, pihak PT SO 
menyediakan fasilitas teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk 
proses penguraian sampah air limbah dan mengurangi pencemaran yang ada 
disekitar. Selain itu, PT SO juga membangun teknologi penghasil energi sebesar 11 
mega watt/jam yang berfungsi untuk mengurai sampah menjadi tenaga listrik dan 
mampu mengubah nilai sampah menjadi lebih bermanfaat. Hal ini menunjukan 
bahwa kebijakan program pengelolaan sampah sudah didukung teknologi yang 
modern dan membantu meringankan beban total sampah yang akan di timbun di 
TPA Benowo. 
2. Asas Kepastian Hukum 
 
Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat mm,Daerah Kota Surabaya bahwa urusan penyelanggaraan 
pemerintahan dibagi menjadi dinas-dinas, badan, kecamatan dan sebagainya. 
Bidang persampahan diatur melalui Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Tidak hanya itu 
saja, instansi pemerintah juga dibantu oleh beberapa LSM seperti bank sampah 
yang kini telah mencapai 254 unit dengan 11.000 nasabah. 
3. Asas Pelayanan Yang Baik 
 
Dalam kasus yang ada di TPA Benowo Pemerintah Daerah memberikan 
kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan 
oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Hal ini sejalan 
 






































dengan Pasal 40 Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 2019 mengenai pembiayaan dan 
kompensasi. Jadi dalam pelaksanaannya di TPA Benowo sudah cukup baik. 
Setelah mengetahui kriteria-kriteria prinsip dalam pengelolaan 
pemerintahan yang baik di TPA Benowo, masih banyak prinsip yang belum 
dilaksanakan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan. Dalam pandangan George C. Edward III dalam buku Budi Winarno 
dibagi menjadi empat yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi1. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 
a. Komunikasi dalam kebijakan 
 
Jelas dan rincinya sebuah kebijakan akan memudahkan untuk tercapainya 
suatu implementasi. Komunikasi yang efisien dimulai dari aparat pelaksana 
kebijakan yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dalam 
pengelolaan sampah. 
Dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo perlu adanya komunikasi 
antara pihak monitoring dan pihak yang menjalankan sistem. Karena jika tidak ada 
keselarasan dalam komunikasi atau lengah dalam menangkap informasi 
menyebabkan terjadinya kesalahan dalam suatu pengelolaan yang bisa 
mengakibatkan bocornya pipa air lindi disekitaran tambak ikan. 






1 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo 2007), 174- 
202. 
 






































Sumber daya merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan atau 
implementasian suatu kebijakan. Meskipun suatu kebijakan sudah dihubungkan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Dalam 
implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah 
dapat dilihat pada indikator yang ada sebagai berikut: 
1) Sumber daya manusia (SDM), saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan 
pengelolaan sampah. Namun dalam hal pengawasan aliran limbah ke kali 
Lamong masih kurang sehingga masih sering terdapati kebocoran pipa air 
lindi. Jadi perlunya sumber daya manusia untuk memantau aliran pipa air lindi 
yang ada di TPA Benowo. 
2) Sumber daya finansial, dalam hal ini fasilitas di TPA Benowo telah memadai 
seperti jembatan timbang, IPAL 1, IPAL II, terminal dumping, bengkel alat 
berat, dan pembangkit listrik. Namun alat pipa yang digunakan untuk 
membuang limbah masih harus diperbarui karena pipa yang dipakai sudah 
sering mengalami kebocoran. 
c. Disposisi 
 
Disposisi dalam pelaksanaan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan cukup baik. Dalam hal permasalahan 
di TPA Benowo, Pemerintah Kota Surabaya mengajak berdiskusi dan melakukan 
pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan konflik untuk menyelesaikan 
perseteruan yang terjadi di TPA Benowo. Pemerintah Kota 
 






































Surabaya dan PT Sumber Organik juga memberikan kompensasi ganti rugi kepada 
pemilik tambak yang tambaknya tercemar oleh limbah sampah dan memberikan 
sosialisasi kerja kepada warga sekitar bahwa TPA Benowo bekerja secara modern 
dengan mengolah sampah menjadi energi listrik dan TPA Benowo beroperasi 
selama 25 tahun. 
d. Struktur Birokrasi 
 
Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan dapat dilihat pada indikator 
sebagai berikut: 
1) Indikator Standar Operating Procedure (SOP), dalam pelaksanaan 
pengelolaan sampah di TPA Benowo sudah tersedia dengan baik. Hanya saja 
alat kerja yang digunakan harus diperbarui agar tidak ada kesalahan kerja 
dalam proses pengelolaan. 
2) Indikator fragmentasi, dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA 
Benowo belum maksimal karena masih sering terjadi kebocoran pipa. Hal ini 
terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak monitoring dengan pihak 
pengelola sampah. Koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat 
diperhatikan dalam pelaksanaan pengelola sampah agar dapat menghindari 
kesalahan kerja yang terjadi di lapangan. 
Dapat dilihat bahwa penghambat berjalannya Perda terlihat dari faktor yang 
pertama komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda namun kurangnya 
komunikasi menjadi penyebab tidak berjalannya perda. Seperti tidak adanya 
 






































sosialisasi kerja dari pihak PT Sumber Organik mengenai pengelolaan sampah yang 
ada di TPA Benowo dan kurangnya koordinasi dalam memantau proses pengolahan 
air limbah. Yang kedua dalam sumber daya finansial, adanya alat pengelolaan yang 
bagus dan berkualitas dapat menghambat kebocoran pipa air lindi yang mencemari 
tambak. Hal ini sangat mempengaruhi proses berjalannya perda dengan baik dan 
sistematis. 
B. Analisis Fiqh Siya<sah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 
Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo. 
Fiqh Siyasah Dusturiyyah merupakan persoalan yang menyangkut 
hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dengan kelembagaan yang ada 
didalamnya. Salah satunya membahas tentang persoalan wizarah atau biasa disebut 
dengan pembantu khalifah. Dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala 
Negara dalam mengurus pemerintahan. 
Dalam konsep wizarah sebagai tangan kanan kepala Negara dalam 
mengurus pemerintahan, Wazir tanfidz merupakan lembaga yang melaksanakan 
undang-undang. Sementara itu, wazir tanfidz merupakan lembaga negara yang 
dibentuk untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui 
Al-Qur’an dan As-Sunnah. Lembaga ini bertugas menjalankan peraturan 
perundang-undangan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk 
mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fiqhiyah 
فُ  َمامِ  تََصرُّ ِعيَّةِ  َعلَى اْإلِ بِاْلَمْصلََحةِ  َمنُْوطٌ  الرَّ  
 


































“tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”2. 
Dalam hadits Al-Bukhari juga menyampaikan tentang tanggung jawab seorang 
pemimpin yang berbunyi: 
لِ  بِبَْيعَةِ  فُوا لِ  األَوَّ ُ  َجعَلَ  الَِّذي َحقَُّهمُ  َوأَْعُطوُهمْ  فَاألَوَّ َ  فَإِنَّ  ُم◌ْ  لهَ  َّ ا َسائِلُُهمْ  َّ اْستَْرَعاُهمْ  َعمَّ  
Artinya: “ Penuhilah janji pertama lalu yang selanjutnya, dan berikanlah 
mereka hak-hak mereka yang telah Allah berikan padanya karena sesungguhnya 
Allah akan meminta mereka (pemimpin) atas apa yang dipimpinnya”3. 
Wazir tanfidz jika diserasikan dengan kaidah fiqhiyah diatas mempunyai 
kesamaan tugas dan tanggung jawab. Sebagai wazir tanfidz sudah selayaknya dan 
seharusnya dalam memberikan keputusan berdasarkan kemaslahatan yang ada 
disekitar. Wazir tanfidz dipersamakan dengan Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau (DKRTH) pada saat ini, untuk mengeluarkan suatu keputusan yang 
mana keputusan tersebut haruslah dipatuhi oleh semua warga masyarakat yang ada 
di kota Surabaya. 
Wazir tanfidz memiliki kewajiban pada zaman Islam jika ada suatu 
permasalahan yang timbul dalam keadaan ataupun lingkungan sekitar harus segera 
membuat peraturan perundangan yang dalam keputusan atau peraturan tersebut 
untuk mengatur semua warga masyarakat supaya tercipta keadaaan dan lingkungan 
yang penuh dengan tataran taat pada peraturan. 
Dalam hal pengelolaan sampah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH) dengan PT Sumber Organik berperan sebagai wazir tanfidz yaitu 
 
 
2 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 17. 
3 Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Juz. III, 1273, Muslim, Sahih Muslim Juz. III, 1471 dan Ahmad, 
Musnad Ahmad Juz. II, 297. 
 






































pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan sampah dan kebersihan. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Jadi, melalui program 
kerjanya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan kegiatan- 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan 
dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk 
mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada. 
Seperti kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh DKRTH dalam 
menangani pengelolaan sampah di TPA Benowo yaitu dengan memberikan 
sosialisasi kerja kepada warga sekitar bahwa TPA Benowo bekerja secara modern 
dengan mengolah sampah menjadi energi listrik. Serta memberikan kompensasi 
ganti rugi kepada pemilik tambak yang tambaknya tercemar oleh limbah sampah. 
Selain itu, bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
berkaitan dengan pengelolaan sampah adalah dengan menyediakan sarana dan 
prasarana persampahan. Seperti fasilitas yang telah memadai di TPA Benowo. Dari 
kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya dari DKRTH dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya. 
Meskipun demikian dalam melaksanakan tanggung jawabnya DKRTH 
masih terkendala oleh fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti 
pipa air limbah di TPA Benowo yang sudah tua sehingga mengakibatkan 
tercemarnya air lindi di tambak warga. Oleh karenanya demi menunjang proses 
 






































pengelolaan sampah agar berjalan maksimal seharusnya pemerintah menyediakan 
dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut. 
Lingkungan adalah suatu hal yang wajib dijaga kelestariannya. Kesadaran 
dari individu untuk terus merawat menjaga dan mencegah agar tidak terjadi 
kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor 
pendukung berjalannya pengelolaan lingkungan. Allah dan Rasulullah juga 
menyukai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Perbuatan yang 
menyebabkan kerusakan di dunia dan hal yang memudaratkan kelestarain 
lingkungan adalah larangan Allah SWT. Dan Allah akan memberikan rahmat 
kepada orang yang berbuat kebaikan, mematuhi perintah-Nya serta menghindari 
larangan-Nya. 
Para ulama maupun para ahli agama seharusnya juga lebih bisa memberikan 
kajian dan ilmunya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada 
masyarakat luas. Kewajiban menjaga lingkungan sudah dibicarakan sejak awal oleh 
Islam. Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada 
pelaksanaan fiqih ibadah mahdlah kepada Allah, sementara fiqih-fiqih lainnya 
seperti fiqih politik, sosial, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan. 
Banyak ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang mengharuskan umat manusia 
untuk menjaga kelestarian alam, nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat 
diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah 
 






































untuk mengatur lingkungan hidup yang lebih baik. Seperti firman Allah dalam 
 
Q.S. Al- A’raf ayat 56: 
 
ِ قَِريٌب ِمَن اْلُمحْ   َّ ِسنِينَ َوَال تُْفِسدُوا فِي اْألَْرِض بَْعدَ إِْصَالِحَها َوادُْعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا ۚ إِنَّ َرْحَمَت 
Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik”.4 
Ayat tersebut menjadi landasan untuk mencegah adanya tindakan 
pencemaran atau melakukan kerusakan lingkungan karena akan membawa 
kemudharatan dan memberikan dampak negatif kepada orang lain. Pencemaran 
tersebut diakibatkan oleh kelalaian manusia dalam proses pengelolaan lingkungan 
yang kurang baik. 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diciptakan 
sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap insan 
manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan 
kerusakan di dalamnya. Peran manusia sebagai khalifah tidak hanya bertanggung 
jawab kepada dirinya sendiri dan hartanya, melainkan juga harus bertanggung 
jawab terhadap makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Untuk dapat 
memakmurkan bumi sesuai dengan syariat islam, manusia sebagai khalifah 
diberikan kepercayaan untuk merawat dan menjaga karena alam yang paling dekat 
dengan manusia. Kerusakan yang terjadi oleh tangan manusia dan segala bentuk 
pencemaran lingkungan merupakan bentuk kemungkaran terhadap pencipta alam 
semesta. 
 
4 Q.S. Al-A’raf ayat 56. 
 






































Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan sampah dan kebersihan di TPA Benowo berjalan cukup baik 
karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan 
peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah di TPA Benowo. 
Seperti melakukan sosialisasi kerja kepada warga sekitar bahwa TPA Benowo 
bekerja secara modern dengan mengolah sampah menjadi energi listrik dan 
TPA Benowo beroperasi selama 25 tahun serta memberikan kompensasi ganti 
rugi kepada pemilik tambak yang tambaknya tercemar oleh limbah sampah. 
2. Fiqh Siya<sah Dusturiyya<h dalam hal ini masuk dalam konsep Wazir Tanfidz 
yaitu lembaga yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan 
sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan 
manfaat demi kemaslahatan umat. DKRTH dan PT. SO sebagai wazir tanfidz 
sudah berhasil membuat fasilitas teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah) untuk proses penguraian sampah air limbah dan mengurangi 
pencemaran yang ada disekitar. Selain itu, PT SO juga membangun teknologi 
penghasil energi sebesar 11 mega watt/jam yang berfungsi untuk mengurai 













































lebih bermanfaat. Dalam Islam manusia diciptakan sebagai khalifah. Sebagai 
khalifah manusia diajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan 
tidak membuat pencemaran lingkungan. 
B. Saran 
 
Tempat pembuangan akhir Benowo merupakan tempat pembuangan akhir 
di Kota Surabaya yang mengakomodasi ribuan sampah setiap harinya. Dengan 
demikian, air limbah yang dikeluarkan dari sampah juga ribuan volume. Adanya 
keadaan tersebut, pihak pengelola di TPA Benowo harus teratur memantau kondisi 
pipa yang dipakai untuk membuang limbah sampah supaya dapat mendeteksi pipa 
yang telah bocor ke tambak ikan dan tambak garam dan tidak menyebabkan 
pencemaran lagi. Apabila pihak pengelola TPA Benowo cepat tanggap dalam 
permasalahan tersebut diharapkan tidak ada lagi protes dari pemilik tambak yang 
meminta kompensasi dari kerugian yang dialaminya. 
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